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LEVMBARAN DAERAH
PROPI NSI  NUSA TENGGARA Tl MR

TAHUN 2002 NOMCR 247 SERI E NOMOR 226

PERATURAN DAERAH

PROPI NSI NUSA TENGGARA Tl MJR ( PERDA NTT)
NOMCR : 9 TAHUN 2002 (9/2002)

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT
DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA TI MUR

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR,

bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ti ngkat
I Nusa Tenggara Timur Nonor 16 Tahun 1996
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wkil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propi nsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Ti nur
di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau
kenbal i ;

bahwa dengan di t et apkannya Per at ur an
Pemerintah Nonor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daer ah dan Per at uran Per undang- undangan
lainnya yang terkait, naka perlu nenetapkan
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggot a Dewan Per waki | an Rakyat Daer ah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, naka
perlu nenetapkan Peraturan Daerah Propinsi
Nusa Tenggara Tinur tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Ti nur;

Undang- undang Nonmor 64 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 115,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

Undang-undang Nonmor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Pernusyawarat an
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 1999 Nonor 24, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 3811);

Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Tahun
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1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3839) ;

Undang-undang Nonmor 25 Tahun 1999 tentang
Peri nbangan Keuangan Antara Penerintah Pusat
dan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
72, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

Undang-undang Nonmor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok- pokok Kepegawai an (Lenbaran Negara Tahun
1974 Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-
undang Normor 43 Tahun 1999 (Lenbaran Negara
Tahun 1999 Nonor 169, Tanbahan Lenbaran Negara
Noror 3890) ;

Peraturan Penerintah Nonor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Penerintah dan Kewenangan
Pr opi nsi sebagai Daerah QG onom (Lenbaran
Negara Tahun 2000 Nonor 54, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonmor 3952);

Peraturan Penerintah Nonmor 59 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah
Nonor 9 Tahun 1980 t ent ang Hak
Keuangan/ Adm ni strati f Kepal a Daer ah/ ki
Kepal a Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan
Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
(Lenbar an Negara Tahun 2000 Nonor 121);

Peraturan Penerintah Nonor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perinbangan (Lenbaran Negara
Tahun 2000 Nonor 201, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 4021);

Peraturan Penerintah Nonmor 105 Tahun 2000
t ent ang Pengel ol aan Per t anggungj awaban
Keuangan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2000
Nonmor 202, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4022) ;

Peraturan Penerintah Nonmor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepal a Daerah dan
Waki| Kepala Daerah (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 210, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4028) ;

Peraturan Penerintah Nonor 110 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2000
Nonor 211, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4029) ;

Keputusan Presiden Nonor 168 Tahun 2000
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tentang Tunj angan Jabatan Bagi Pejabat Negara
Tertent u;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan G onom
Daerah Nonor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Miatan Produk- produk
Hukum Daer ah

14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nmur
Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan Keputusan  Qubernur
(Lenbaran Daerah Tahun 2000 Nonor 264 Seri D
Nonor 264) .

Dengan Per set uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
PRCPI NSI' NUSA TENGGARA Tl MUR

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN DAERAH PRCPINSI  NUSA TENGGARA TI MR

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT
DAERAH PRCPI NSI' NUSA TENGGARA TI MUR

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Per at uran Daerah ini yang di maksud dengan

1
2.

Daerah adal ah Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Penerintah Daerah adalah Penerintah Daerah Propinsi Nusa
Tenggar a Ti nmur

Dewan Perwakil an Rakyat Daerah yang sel anj utnya di si ngkat DPRD
adal ah Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara
Ti nur .

Pi npi nan DPRD adal ah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat dan
tel ah nmengucapkan sunpah/janji sebagai Ketua dan Wakil - waki
Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Anggot a DPRD adal ah Anggot a DPRD yang bukan Pi npi nan DPRD yang
telah diresmkan keanggotaannya dan telah nengucapkan
sunpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Sekretaris DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nur

Uang Representasi adal ah Uang yang diberi kan kepada Pi npinan
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dan Anggota DPRD dengan kedudukannya sebagai Pinpi nan Anggot a
DPRD

Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pinpinan dan
Anggot a DPRD unt uk nenghadiri rapat-rapat DPRD.

Tunj angan Jabat an adal ah Uang yang di beri kan kepada Pi npi nan
DPRD kar ena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD

Tunj angan Kom si adalah Tunjangan vyang diberikan kepada
Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wkil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Kom si

Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada
Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Paniti a.

Bi aya Penunj ang adal ah Bi aya yang di sedi akan untuk nenunjang
pel aksanaan tugas wewenang DPRD

Tunj angan Khusus adalah Tunjangan vyang diberikan kepada
Pi npi nan dan Anggota DPRD untuk Penbayaran Pajak Penghasil an
sesuai dengan ketentuan perpaj akan yang berl aku.

Tunj angan Perbai kan Penghasilan adal ah Uang yang diberikan
kepada Pi npi nan dan Anggota DPRD unt uk nenanbah penghasi |l an.

Tunj angan Kesej aht eraan adal ah Tunj angan yang di beri kan kepada
Pi npi nan dan Anggota DPRD unt uk neni ngkat kan kesej aht er aan.

Tunj angan Kesehatan dan Pengobatan adalah Tunjangan yang
di beri kan kepada Anggota DPRD unt uk peneli haraan kesehat an dan
pengobat an.

Uang Duka adalah Uang vyang diberikan kepada ahli waris
Pi npi nan at au Anggot a DPRD apabi | a nmeni nggal duni a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
di sngkat APBD adal ah Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur

BAB 11
KEDUDUKAN KEUANGAN PI MPI NAN DAN ANGEOTA DPRD

Pasal 2

Pi npi nan dan anggota DPRD di beri kan Penghasilan tetap setiap bul an
yang terdiri dari

TeQoooD

Uang Represent asi

Uang Paket ;

Tunj angan Jabat an;
Tunj angan Kom si ;

Tunj angan Paniti a;
Tunj angan Khusus;
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g. Tunj angan Per bai kan Penghasi | an.
Pasal 3
(1) Pinpinan dan Anggota DPRD di beri kan Uang Represent asi

(2) Besarnya Uang Representasi sebagai mana di maksud dal am ayat (1)

pasal ini ditetapkan sebagai beri kut

a. Ketua DPRD sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari gaji
pokok Guber nur;

b. Waki| Ketua DPRD sebesar 90% (senbilan puluh per seratus)
dari Uang Representasi Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD sebesar 80% (del apan pul uh per seratus) dari
Uang Representasi Ketua DPRD

(3)Selain Uang Representasi sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
pasal ini, kepada Pinpinan dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya
di t et apkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 4

Pi npi nan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 25% (dua
pul uh l'ima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkut an.

Pasal 5
(1) Pinpinan DPRD di beri kan Tunj angan Jabat an

(2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
pasal ini adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Uang
Represent asi yang ber sangkut an.

Pasal 6

(1) Anggota DPRD dal am kedudukannya sebagai Ketua, Wkil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Kom si di beri kan Tunj angan Kom si .

(2) Besarnya Tunjangan Kom si sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
a.Ketua Komsi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari
Tunj angan Jabat an Ket ua DPRD;
b. Vaki | Ketua Kom si sebesar 15% (lima bel as perseratus) dari
Tunj angan Jabat an Ket ua DPRD;
c. Sekretaris Kom si sebesar 15% (linma belas perseratus) dari
Tunj angan Jabat an Ket ua DPRD;
d. Anggota Komsi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari
Tunj angan Jabat an Ket ua DPRD.

Pasal 7

(1) Anggota DPRD dal am kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Panitia di beri kan Tunjangan Paniti a.
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